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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampalakghnaan desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wildyahkabupaten/kota di Propinsi
Sumatera Barat selama periode 2002-2009. Adapumabedvariabel yang diamati
ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, desesdial fiskal, angkatan kerja dan
aglomerasi. Variabel yang diteliti pengaruhnya aeldp pertumbuhan ekonomi adalah
desentralisasi fiskal, angkatan kerja, dan aglosne&ementara untuk ketimpangan wilayah
variabel yang diteliti adalah desentralisasi fiskagkatan kerja, dan aglomerasi, serta tingkat
pertumbuhan ekonomi dari 15 kabupaten/kota di Rsdpbumatera Barat. Hasil analisis
menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berperyggusitif dan tidak signifikan secara
statistik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah padabupaten/kota di Propinsi Sumatera
Barat. Sementara itu untuk ketimpangan wilayahgeuleslisasi fiskal berpengaruh positif
dan tidak signifikan secara statistik terhadaprkpingan wilayah antar kabupaten/kota di
Propinsi Jawa Barat. Selama 8 tahun pelaksanaamtdgiésasi fiskal di Propinsi Sumatera
Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa perturabh ekonomi dari 15 kabupaten/kota
di Propinsi Sumatera Barat meningkat tiap tahunmetapi grafik pertumbuhan ekonomi
meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimgaa wilayah yang terjadi antar
kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlansép baru di Indonesia.
Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya ikienljuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatagralda Namun pelaksanaan
desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenontnmana terjadi banyak kasus dalam
penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuatidék bisa selalu berjalan beriringan.
Allen dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa, skjgsarekonomian telah mencatat
desentralisasi telah muncul sebagai paradigma katam kebijakan dan administrasi
pembangunan. Tumbuhnya perhatian terhadap desssralidak hanya dikaitkan dengan
gagalnya perencanaan pusat dan populernya stramgiimbuhan dengan pemerataan
(growth with equity, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembanguadathasuatu proses
yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidgdaddengan penuh dikendalikan dan
direncanakan dari pusat.

Semenjak pemerintahan orde baru berakhir, maka dan tuntutan tentang
perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daenglatsderas mengalir, dan akhirnya
UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tal@99 yang mengatur tentang
pemerintah daerah. Semenjak dilaksanakannya undahag ini banyak perubahan yang
terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daetaliNdJ 22 Tahun 1999 juga memberikan
perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan dagedu perubahan sistem
pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi deskstis, dalam arti adanya pengalihan

sebagian besar wewenang pemerintahan dari pentegpoisat kepada pemerintah daerah.



Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas petadripusat adalah di bidang politik luar
negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, mpeett&a agama.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentwwemang yang dimiliki
pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU R@#.1899. Praktek desentralisasi fiskal
baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 20@dasarkan UU No. 25/ 1999 yang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dareripgah daerah. Prinsip dasar
pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesid if#éoney Follows Functiorisyaitu fungsi
pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungambiayaan pusat melalui
penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Mabh@99 kemudian
menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudiarbdigi oleh pemerintah melalui
revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU38clahun 2004 (sebagai revisi UU No.
22 tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan QB3 Tahun 2004 (sebagai revisi UU
No. 25 tahun 1999) tentang perimbangan keuangaat @as daerah. Permasalahan yang
muncul dalam penerapan kedua UU tersebut antara lmlum jelasnya pembagian
kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah, doen@e persepsi para pelaku
pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi damorai daerah, masih rendahnya
kerjasama antar pemerintah daerah, belum terbeydukelembagaan pemerintah daerah
yang efektif dan efisien, masih terbatas dan remgialkapasitas aparatur pemerintah daerah,
masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, peikéemaerah otonom baru (pemekaran
wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

Titik tolak desentralisasi di indonesia adalah @heFingkat 1l (Dati 1), dengan tiga
dasar pertimbangan, yaitu: Dati Il dipandang kurangmpunyai fanatisme kedaerahan
sehingga resiko gerakan separatisme dan peluakgrbleangnya aspirasi federalis minim

dari dimensi administratif, penyelenggaraan peni@ngn dan pelayanan kepada masyarakat



relatif dapat lebih efektif dan yang terakhir atlalkarena Dati Il adalah “ujung tombak”
pelaksanaan pembangunan sehingga Dati ll-lah yaeggetahui kebutuhan dan potensi
rakyatnya.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumbebsupenerimaan daerah adalah
pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan tereiehdari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapataamaDPerimbangan keuangan Pusat
Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer perabriptisat-daerah terdiri dari Dana
Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan jana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan atadberasal dari Sisa Lebih
Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana catadgerah dan privatisasi kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah &erfalrang lebih selama sembilan
tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai dengan 2018imraengalami kasus klasik yaitu,
walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal sigmfimnenumbuhkan ekonomi regional tiap
kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan y#argadi antar kabupaten/kota juga
mengalami peningkatan. Ketimpangan wilayedgional disparity timbul dikarenakan tidak
adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Herlihat dengan adanya wilayah
yang maju dangan wilayah yang terbelakang ataunkumaaju.

Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karelamya perbedaan antara
wilayah satu dengan lainnya. Dampak positif daramg@ ketimpangan adalah dapat
mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapeatsaing dan meningkatkan
pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraartdgdangkan dampak negatif dari
ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensingkni, melemahkan stabilitas sosial dan

solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi padamnya dipandang tidak adil (Todaro,



2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan kegimgan yang tinggi menjadi salah satu
masalah dalam pembangunan dalam menciptakan keseg di suatu wilayah.

Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 yargmitiki PDRB yang bervariasi
setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, Peratadadmestik Regional Bruto (PDRB)
dikabupaen/kota yang ada di Propinsi Sumatera Batnah 2009 sekitar Rp 36 miliar. PDRB
kabupaten/kota tertinggi di Propinsi Sumatera Bahun 2009 dimiliki oleh Kota Padang
sebesar Rp 11 miliar, di ikuti oleh Kabupaten Agsebesar Rp 2,9 miliar, serta Kabupaten
50 Kota sebesar Rp 2,6 milliar. Sedangkan PDRB pxaiem/kota terendah dimiliki oleh Kota
Padang Panjang dengan PDRB sebesar Rp 396 jut@n&ee laju pertumbuhan ekonomi
Sumatera Barat tahun 2009 berkisar diangka 5,458%ardh laju pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh Kabupatenriasraya sebesar 6,67%. Sedangkan laju
petumbuhan ekonomi kabupaten/kota terkecil dimibkeh Kabupaten Padang Pariaman
sebesar 3,94% (BPS, 2009). Bervariasinya Pendapsgional Bruto Daerah di masing-
masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Basstbdibkan oleh berbagai faktor, antara
lain pengembangan sektoral yang berbeda antarhjgeralah penduduk dan tenaga kerja
yang berbeda antar daerah, sumber-sumber peneryaagrberbeda antar daerah.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak sert@&rten menjadikan seluruh
kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat menggb@mingkatan PDRB secara bersamaan.
Meskipun pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konsthon 2000 secara umum
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hagl@agian wilayah saja yang
mengalami peningkatan secara signifikan. Hal isebdabkan oleh beberapa faktor, antara
lain perbedaaan kepemilikan sumber daya alam atgorendowmentsletak geografis dan
kebijakan pemerintah daerah. Kondmndowments factosetiap daerah yang bervariasi
berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonamall dan wilayah. Terjadinya

migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke @ved) serta tidak berjalannya mekanisme



trickle down effect akan berdampak meningkatkan ketimpangan antar ldggteicman,
1970).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang semulaulldgnj untuk memajukan dan
mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ddeeadla, justru akan terjadi
sebaliknya yaitu akan meningkatkan ketimpangan @esian dan ketimpangan pertumbuhan
antar daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi gangat bervariasi antar daerah setekah
pelaksanaan desentralisasi fiskal, disinyalir tRrjgpeningkatan ketimpangan antar
kabupaten/kota pada Propinsi Sumatera Barat. Teidgk dapat disangkal juga bahwa
pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempergegaimbuhan dan pembangunan di
berbagai kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang pefatesa yang telah diuraikan
diatas, maka penelitian ini berjudul tentafgnalisa Dampak Desentralisasi Fiskal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah  Antar

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokokngsalahan penelitian ini dapat
dirumuskan mengenai:

1. Bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskatpengaruhi pertumbuhan
ekonomi daerah kabupaten/kota di Propinsi SumaBanaat pada periode Tahun
2002-2009?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskahpengaruhi ketimpangan
antar wilayah kabupaten/kota di Propinsi SumateaeaBpada periode Tahun 2002-

2009?



1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasal fisgrhadap pertumbuhan
ekonomi daerah kabupaten/kota di Propinsi Sum&arat.
2. Menganalisis tingkat kesenjangan kabupaten/koRrapinsi Sumatera Barat, selama

pelaksanaan desentralisasi fiskal.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsiilkepada:

1. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi babpartimbangan bagi pemerintah
daerah Propinsi Sumatera Barat dalam mengambiljakain yang menyangkut
pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, sariarptaan ketimpangan antar
wilayah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah vgawamengenai desentralisasi

fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, dan ketimpamgkyah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada ketingem wilayah, pertumbuhan
ekonomi, desentralisasi fiskal, angkatan kerja dglomerasi di Propinsi Sumatera Barat.
Desentralisasi fiskal dihitung dalam bentuk penaemdaerah dan selanjutnya bagaimana
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketgapawilayah. Penelitian ini dimulai
dari tahun 2002-2009 dengan menggunakan data sekutabupaten/kota di Propinsi

Sumatera Barat sebagai daerah yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan



Untuk memudahkan pembahasan dan dapat memberikamagan singkat mengenai
skripsi ini menjadi enam bab yang terdiri atas:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar betpkaasalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan penelitiana suang lingkup penelitian dan
sistematika penulisan skripsi.
BAB Il LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengkajian hasil dari penelitian-pian yang pernah dilakukan
dan landasan teori. Landasan teori ini berisi tewti sebagai hasil dari studi pustaka.
BAB IIl METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembatmsagenai metode analisa
yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-glatey digunakan beserta sumber
data.
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum kondisi variabelaleel yang akan digunakan
di daerah penelitian.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasitkdam penelitian dan analisa
statistik.
BAB VI PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisayydilakukan dan implikasi
yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawabas mtamusan masalah sehingga dapat

ditarik benang merah apa implikasi dari penelitiang dilakukan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakannpaasaregresi berganda dengan
data panel serta metode yang digunakan adalah GeBefal Least SquayelenganCross-
Section Weightlan White Cross-Sectiogang telah dilakukan untuk mengetahui Analisis
Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhemani daerah dan ketimpangan
wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi SumateaeBselama 8 tahun periode penelitian
yaitu 2002-2009, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Basdédma pelaksanaan
desentralisasi fiskal mengalami peningkatan setibpnnya, kecuali pada tahun 2007
mengalami penurunan akibat krisis global yang nudasunia dan tahun 2009 juga
mengalami penurunan akibat gempa bumi yang meni8yraatera Barat. Dengan
melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam bgbetahun terakhir, maka
pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak baigi Ipertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota Sumatera Barat.

2. Tingkat ketimpangan/kesenjangan wilayah antar katmupkota Sumatera Barat
selama pelaksanaan desentralisasi fiskal mengat@murunan setiap tahunnya.
Dengan melihat penurunan tingkat ketimpangan/kasgan wilayah dalam beberapa
tahun terakhir, maka pelaksanaan desentralisasial fidberjalan baik dalam
menurunkan kesenjangan wilayah. hal ini mengindkiessbahwa terjadi pemerataan
pembangunan di kabupaten/kota Sumatera Barat.

3. Uji regresi variabel independen desentralisasiafidgberpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupatéa/k Sumatera Barat.



Peningkatan derajat desentralisasi fiskal mencgrtakpertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota Sumatera Barat menjadi lebih baikyun belum merata.

. Variabel independen angkatan kerja berpengaruhtifpasin signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Haeaigan tingginya penyerapan
angkatan kerja akan meningkatkan kegiatan pertuarb@konomi kabupaten/kota
Sumatera Barat yang lebih baik.

. Variabel independen aglomerasi berpengaruh paddtif tidak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera BReatingkatan aglomerasi akan
meningkatkan kegiatan konsentrasi ekonomi suatwabaenenjadi tinggi dan

menciptakan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tenanBarat yang lebih baik.

. Uji regresi variabel independen petumbuhan ekonbempengaruh negatif dan
signifikan terhadap ketimpangan wilayah kabupaw@@a/k Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong rp@an ketimpangan wilayah

kabupaten/kota Sumatera Barat, penurunan ini ieackna adanya pemerataan
pembangunan.

. Variabel independen desentralisasi fiskal berperygaositif dan tidak signifikan

terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumd&arat. Peningkatan derajat
desentralisasi fiskal akan mendorong meningkatkagtimpangan ekonomi

kabupaten/kota Sumatera Barat, namun belum merata.

. Variabel independen angkatan kerja berpengaruhtihedgn signifikan terhadap

ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera BBeigan tingginya penyerapan
angkatan kerja akan mendorong penurunan ketimpamg@yah kabupaten/kota

Sumatera Barat.

. Variabel independen aglomerasi berpengaruh posiah signifikan terhadap

ketimpangan wilayah kabupaten/kota Sumatera B&etingkatan aglomerasi akan



meningkatkan ketimpangan wilayah dimana proseskmagn yang bervariasi ditiap

daerahakan mendorong semakin tingginya ketimpangan avitayah

6.2 Saran
Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti &adsdbagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah ProginBrropinsi Sumatera Barat,
harus memaksimalkan peranan desentralisasi fiskalkudapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpamiégyah masing-masing.

2. Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah ProgdinBiropinsi Sumatera Barat,
harus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi untuk dapaurunkan ketimpangan
wilayah wilayah masing-masing.

3. Pengembangan peningkatan daya serap angkatan hams dioptimalkan oleh
Pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah ProginBiropinsi Sumatera Barat,
agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dakmhpenurunan ketimpangan
wilayah masing-masing.

4. Peningkatan daya serap angkatan kerja harus diaijgam oleh pemerintah daerah
masing-masing kabupaten/kota di Propinsi SumataratBagar dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah dan penurunan ketimpamiégyah masing-masing.

5. Peranan Aglomerasi sebagai pusat konsentrasi kegiekonomi wilayah harus
dioptimalkan oleh Pemerintah kabupaten/kota seetad?intah Propinsi di Propinsi
Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan pertumbufl@nomi daerah dan

penurunan ketimpangan wilayah masing-masing.
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